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PEMERINTARH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PENGAMBIIAN SARANG BURUNG

‘-ri

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1?97 tﬂ:nlang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
d!mungkmkan pemungutan obyek pajak baru selain limitatif yang
ditentukan  sepanjang memenuhi kriteria sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

bahwa pemungutan pajak pengambilan sarang burung berdasarkan
kajian sesuai dengan kriteria layak ditetapkan sebagai pajak:;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan
Sarang Burung;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

LLembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesai
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,

Tambahan LLembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang- ...
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11.

12.

13.
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Endfmg'""d""ﬂ Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajnk Daera 41
etnbusi  Daeral, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor

e |
1%1‘“”‘“” Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
mbah dengan undang-tindeng Nomor, 34 Tahun 2000 tentang

pmlhnh"" Atas Undang-undang Nomor IR Tahun |99/ u':nmng
:HJHL Daerah dan Retribusi Daerahh (lembaran Negara [ahun
2000 Nomor 246, Tambahan | .embaran Negara Nomor 4048),

U“d“"ﬂ-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pﬂj:l‘k
dengan Surat Pakss (Lembaran Negara Tahun 1997 Homar 75
Tambahan [ emharan Negara Nomor 3686).

Undnng-undﬂng Nomor 22 Tahun 1999 teniang o ha
Daerah (Iembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,

Lembaran Negara Nomor 3839).

Lfndang-undans Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( [.embaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan [Lembaran
Negara Nomor 4138);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan
dan Tata Cara Pembukuan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemenksaan di Bidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
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D’nl‘" I"-‘l"ﬂhlju.n
DEWAN PERWAKI] A» ,
A RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN -

Mﬂnﬂpm : PER‘\T[TRAN

PENGAMBI) DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PAJAK

AN SARANG BURUNG

BAB 1
KETENTUAN UMUM i

palam Peraturan Daerah in; yang dimaksud dengan :

b. Pemerintah Daerah adalagh Pemerintah Kota Magelang ;
¢. Walikota adalah Walikota Magelang ;

d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Magelang ;

¢. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diber
tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku :

f Pajak Daerah adalah iuran wajib vang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdas_a:knn peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ;

g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya ;

h. Pajak Pengambilan Sarang Burung, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan
daerah atas hasil yang diperoleh dan setiap pengambilan sarang burung vang
diperhitungkan dengan harga jual,

i. Tempat pemeliharaan sarang burung adalah rumah-rumah, bangunan, dan tempat-
tempat lain yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung ;

j. Wajib Pajak adalah orang pnibadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang
terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

k. Sarang ....
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4rang burung adalah g,

S
:jipﬂfdﬂﬂﬂnﬂkﬂn dengan carq

qural Pemberitahuan entang p

; a - o TPD.
‘ ;dﬂlﬂh Hllt'ﬂi ‘_'h’l]ng dlglln,ﬂkn" nIEh]“k I]ch]hT yﬂng Hﬂ]ﬂn]“tnyﬂ d':l.."ngkﬂl HI IPD

bayaran pajak yang tnﬂllﬂng Wﬂjih Pajak untuk melaporkan Fﬂﬂﬂh"""gﬂn

m ;
- h. Menurut Peraturan perundang-undangan perpaj

Jaerd

yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surst

Ketetapan Pajak D rya jumlah pajak yang terutang ;

aiak

Sural ; mtpnig Jtu aerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,

adalah Surel BReputusan yang menentyjar besarnya jumlah pajak yang terutans.

jumish kredit pajak. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

gdministrasi dan jumlah yang masih haryg dibayar :

gurat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah lani disingkat
an, yang selanjutnya :

sKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan mﬁ-lam atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pﬂ_lak Daerah Lebih Baym-, yang Eﬂ]gnjumya dlsmgkat SKPDLB.

adalah Surat Keputuisan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran P:“Jak

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah

Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daecrah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Sarang Burung dipungut pajak atas setiap

pengambilan hasil sarang burung.

Obyek Pajak adalah setiap pengambilan hasil sarang burung yang dinilai dengan

uang.

Setiap pengusahaan sarang burung wajib memiliki Izin Usaha Sarang Burung.
Pasal 3 ...
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sarang burung yang da a;fg Pribadi atau badan hukum yang mengusahakan
| . pel 'Perdagangkan dengan cara dan dalam bentuk apapun.

0 258 Stk Pkt b i e ekl d i, W
P '8, maka kewajiban untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

Daerah 1n1 terletak keter '
Indonesia. pada  pengurus vang berkedudukan di Wilayah Republik

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil pengambilan/panen sarang burung.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dihitung dengan mengalikan
volume hasil pengambilan/panen sarang burung dengan harga dasar sarang
burung.

(3) Harga dasiar sarang burung sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan
secara periodik oleh Walikota berdasarkan harga vang berlaku di pasaran.

Pasal 5

Besarnya Tarif Pajak Pengambilan Sarang Burung ditetapkan sebesar 10%
( sepuluh perseratus ) dari nilai jual.

BAB IV

e . =

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

N\

Pasal 6

() Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.
) Besarnya pajak terutang dihitung dungap cara meng.ul%kan Tanf sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan daerah i dengan Nilai Jual sarang burung.
®)  Untuk penetapan pajak, Wajib pajak harus melaporkan kepada Walikota paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan sarang burung.

oo
=
s
—————— i MRS SN, Y
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@)

BAR v
MASA l‘:\.lz\l\'. SA

DAN SURAT pparne ! AAK TERUTANG

nw.nrrmu?m PAJAK

Pasal 10
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD,
SPTPD sebagai:mana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada walikota
selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari seteiah berakhirnya masa pajak.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Walikota
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) han sejak SKPD diterima,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan
dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12 ..
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4)

(3)

(6)

Pasal 19

Wajib Pajak Yang membaygay $Ch
11 avat “_)_ digunakan intuk
pajﬂk sendin vang terutang.

diri, SPTPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal
Menghitung, memperhitungkan dan menetapkan

palam jangka wakty $
dapat menerbitkan

a. SKIP'DKB;

b. SKPDKBT;

o. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud
a. Apabila berdasarkan 14401

(lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota

pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

Aal: pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
Eﬁ;nmi} o) Kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
atau terlambat d'h: {58 pone ‘ratus) sebulan dihitung dan pajak yang kurang

lan dihi oyar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak:

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan
telah ditegur secara tertulis. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua perseratus) sebujan dihitung dari pajak yang kurang atau
tgrl_ambat t:l_ibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dar
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakt paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data vang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah
pajak yang lerutang sama besarnva dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membavar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

perseratus) sebulan.
(7) Penambahan ....
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Pﬂﬂﬂmh;ﬂhﬂn Jumlah Pajak -
lﬂ tidak dlkcnﬂkﬂ.ﬂ Apabila m'::l:ﬁ}:“ﬂnn ebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal n
tiﬂdﬂkﬂ-n Pcmcﬂl.saan Alnk l'ﬁtlll[hrrkﬂn sendin sebelum dﬂ.,kutﬂn
BAR 1% 1]
| Pasal |3

—————— —

Pembayaran pajak dilakukan .
walikota sesuar wakty :“ di Kas Daerah atay tempat lain yang ditunjuk oleh

SKPDKBT dan STPD, =~ ditentukan dalam SPTPD, SKPD. SKPDKB.

peneri jak kan dj + tunjuk, hasil
ernmaan pajak harus d; ; | tempat lain yang ditunjuk,
. s disetor ke Kas Dacrah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu

cali dua puluh j
kalt cua puluh empat) jam atau dalam wajg, yang ditentukan oleh Walikota.

4y Pembayaran pajak ‘ : :
3) i L Sﬂhgg;lglm dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

3) Angsuran pembavaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dilakukan secara teratur d&m berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 %
(dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibavar.

(4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua
perseratus) sebulan dan jumlah pajak vang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dan (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penenmaan.

(@) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
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BAR viny

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16
qurat Teguran atau

Sllrat Pﬂl‘in - '
. ) . Ratan atau surat la enis S‘Cbagal a
() tindakan pelaksanaan penagiha . rat lain yang sejenis + wa-lh
fempo pembayaran. gihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) han sejak saa jatu

Dal_ﬂm jangka waktu 7 (tujuh) hari setel
Pmngatﬂ.n atau surat lain yang scjenis.
terutang. |

Qurat Teguran, Surat Peringatan atay t lain sejenis S€0AZ '
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh P:;ilar;at. o

ah tﬂngga] Surat Tag'urar! at.?u Surat
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang 4

Pasal 17

() Apabilajumiah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waku
sebagﬂ“_'ﬂﬂl‘lﬂ filtﬂﬂmkan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh

satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis.

Pasal 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 ( dua kali

jua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melungsi utang pajaknya,
setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, _iH_m dan tempat pelgksannn
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21 ....
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dan tanda buku yang dipcrsuﬂ'-k"‘ untuk
pkan oleh Walikota.

BAB 1X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

( keringanan dan pembebasap, pajak. i

(2) Tata ﬂﬂrﬂ P'.meﬁl'iﬂﬂ pengurangan, keringanan dan pembebﬂ.llﬂ w.k *

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar,
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan
perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas.

e

(3) Walikota .....

10
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o) Walikota atay Pejabat ”

: | e |
iﬂl:}?ﬁ::::nﬂ dlmﬂkSUd mdf ﬂf:“: R ("gﬂ) bulan ‘O]Hk qurnt pefmnhnﬂﬂﬂ
(e : . A f2] dilarimﬂ Hlldﬂh hﬂﬂ.lﬂ mgmberlkﬂn
Apabila setelah
4) . luwm
( Walikota atau Pey W“Lll ! (liga

BAR X1
KEB]:.RA”[AN DAN BANDING
Pasal 24
1) Wapnb Pajak da
(1) Sl i Pal mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat
a. SKPD;
b. SKPDKB:
c. SKPDKRBT:
d. SKPDLB:
e. SKPDN:

2) Pannﬂhonan_ keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis dalam Bahasa [ndonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak,
atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

(3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan

keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.
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Pasal 25

I?Iﬂ?ifdz?;ikj::;:; Sml.?gujhk.a" banding kepada Badan Penyelcsaian Sengketa
| *K 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan:

) tidak

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- . -

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan
sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;

c. Besamnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilampaui, Walikota
atau Pejabat tidak memberkan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila ...
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(1)

(1)

(2)

h:‘kﬂn]‘l! .- & lr'
mbalan bunga sches ., " L ORF
um bﬂ e kga 'schcur 2 ‘0 [dll& perserat buhn a
pembayaran elebihan paja) atus) se

iperhitungkan dengan utang pajak amnys,
yat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara

3
z
=
;

Kﬂd;luﬁm penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun
tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD/dokumen
yang dipersamakan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menvampaikan SPTPD/dokumen vang
dipersamakan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31 ....
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Pasal 31

Tiﬂdﬂk pid-ﬁl‘lﬂ S{:haﬂaimunu dimaL

J

‘W : Sud :
angk® ;:kbemm iy 2ePulub) tahy, serar ™ Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui
?ﬂﬂkﬂ II'I'I}PH Bﬂ’giﬂn Ta-hun PE Sanat tEmTﬂngn}:n Pﬂ]ﬂk atau hcral(hil‘ﬂ)"ﬂ Mm

Jak atay berakhirnya Tahun Pajak.

BAB xv
PENYIDIKAN

Pasal 32
Pejabat Pﬁgﬂwai N i ucn
wewenang khusus S:E:z&is;izll 1:c!ftentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
bidang perpajakan daergp u; nyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

Tahun 1981 tentang Hukum 13‘:3&3:;11 ;il;l;:;maksud e Tty o S

Wewenang penyidik sebagaimang dimaksud
a.

pada ayat (1) adalah :

berkenaan engumpulkan dan menelit keterangan atau laporan

dengan tindak p; : b
Pidana di bida :
atau laporan tersebyt menjadi lengkalzlu d;ngjgﬁga‘lm Gemcall AP FamNOgnn

b. Meneliti :
bazi::llt;,ﬂ:::z;arli:; mmg“mlglﬂkan keterangan mengenai orang pribadi atas
a 8 daran tan a
tindak pidana perpajal pet '::mﬂbujsng dilakukan sehubungan dengan

¢. Meminta keterangan dan bah . ; &l
_ an bukti dar oran badi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakaﬁ dE:m.h;l o

d. Memerik-sa bukq—huklh catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah:

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan ‘ terhad
bahan bukti tersebut: e o v

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas idikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah; i

8. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe:

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah:

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi:

J. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan ...
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Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini . .
: : i, sepanjang mengenal
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

PmturnnDaemhinimuhiberlakupadatanggaldiundangkm. :
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

~ Melakukan t '
k n tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana  di  bidang perpa *
' 1aka
dipertanggung jawabkan N daerah menurut hukum vang dapat

3 Pm:::::ﬂn“x“""""““ dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
pcnfmi do : mc“*’““‘mikﬂlll hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,
ses ngan kKetentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana

BAB XV]

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pasal 34

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2002

WALIKOTA MAGELANG

\ My

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Agustus 2002 |

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG

. TAHUN 2002 NOMOR 23
SERI B No. 1
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PENJEIASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG

PAJAK PENGAMBIIAN SARANG BURUNG

., PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retrnibusi Dacrah, maka dimungkinkan pemungutan obyek pajak
baru selain limitatif vang ditentukan sepanjang memenuhi kritena sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemungutan pajak pengambilan sarang
burung berdasarkan kajian dengan kriteria, layak ditetapkan sebagai pajak scrta
disamping itu pengambilan sarang burung walet dan sejenisnya merupakan potensi
vang dapat digali di daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asl daerah.

Bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Pengambilan Sarang Burung
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian
1stilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan
melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga
baik warga masyaraskat maupun aparatur dalam
menjalankan hak dan kewajiban dapat benjalan dengan
lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan
Pajak Daerah.

Pasal 2 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.
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